BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR (%5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara, perlu membentuk
Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Lingkup Kabupaten Konawe
Utara;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas sebagai Administrator
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Lingkup Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



)

3.

10.

11.

Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
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14.

15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketigas atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor
138);

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Konawe Utara (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor
138);

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 32 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Utara Tahun 2017 Nomor 189);

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572);
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun
2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe
Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Administrator Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kabupaten Konawe
Utara Tahun 2024, sebagaimana namanya tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri

dari:

a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama; dan

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana.

Tim  Pertimbangan  Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, mempunyai tugas:

a. Memberikan masukan dan pertimbangan hasil uji
konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Konawe Utara
yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;

b. Membahas, memberikan  pertimbangan  dan
menanggapi keberatan serta penyelesaian sengketa
informasi; dan

c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas
berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan
pengelolaan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA,
mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID pelaksana;

¢. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan;

f. Melakukan pemutakhiraan informasi dan
dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan
dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring  terhadap  pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID
pelaksana; dan

h. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
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Pejabat Pengelola Informas;i dan Dokumentasi Pelaksana
sebagaimana  dimaksud pada diktum KEDUA,
mempunyai tugas:

a. Membantu Pejabat  Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama dalam melakukan pelaksanaan
tugas-tugasnya; dan

b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
secara berkala dan sesuaj kebutuhan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024,

Keputusan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 27 AANVAL\ 2024




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR I35 TAHUN 2024
TANGGAL 23 JANMUALL paHUM 2024
TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2024
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Admin PPID Pelaksana

15 ERI SARWAN, S.Si STAF Dinas Pemberdayaan

" | NIP. 197606202012121000 Perempuan dan Perlindungan
Anak
16 IDO VAN ANDRI RAIS, S.Hut STAF Admin PPID Pelaksana
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